BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI

Menimbang :

Mengingat :

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum

1.

berkaitan dengan adanya perubahan perhitungan tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal dipandang
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu
diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Kendal,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11
Seri B No.1l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
Nomor 3 Seri E No.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 9 Seri C No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 169);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 6 Seri E
NO. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
70);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031



(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Menetapkan :

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN
2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 9 Seri
C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 169) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 31

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 32
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi

ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.



(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan
kegiatan  pengawasan dan = pengendalian  menara
telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan
pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan

sebesar Rp 3.248.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh
delapan ribu rupiah) per menara per tahun.

4. Lampiran I dihapus.

5. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (2-70/2020)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dengan adanya Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keungan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-
209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perhitungan tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal perlu disesuaikan.
Hal ini dikarenakan perhitungan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten masih berpedoman
pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 Hal Perhitungan Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana model perhitungan
tarifnya berbeda.

Berdasarkan pedoman penyusunan tarif retribusi sebagaimana tercantum
dalam Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keungan Daerah Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-
209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat
menyusun tarif dengan menggunakan tarif tunggal atau menggunakan tarif
variabel. Dalam tarif tunggal, setiap menara telekomunikasi dikenakan tarif yang
sama tanpa mempertimbangkan variabel jarak tempuh (luar kota dalam kota)
dan variabel jenis menara. Sedangkan dalam tarif variabel, setiap menara
telekomunikasi, dikenakan tarif retribusi berbeda-beda, sesuai dengan variabel
jarak tempuh (luar kota dalam kota) dan variabel jenis menara.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum perhitungan tarif
retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Angka 1
Pasal 31



Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Angka 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 3.248.000,00 (tiga juta
dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per menara per
tahun” adalah tarif retribusi yang dihitung dengan formulasi
menggunakan perhitungan tarif tunggal. Besaran tarif retribusi
tersebut berdasarkan rincian sebagai berikut:

- jumlah menara (di Kabupaten Kendal) : 250 menara
- pengawasan dan pengendalian : 2 X 1 tahun
- jumlah petugas : 2 tim X 4 orang
- jumlah kunjungan ke menara per tahun : 500 kunjungan
- jika dalam 1 hari melakukan kunjungan

2 menara, maka diperlukan : 250 hari kerja
sehingga
- jumlah hari kerja per tim : 125 Hari Kerja
- biaya transportasi per tim per hari : Rp 1.000.000,00
- honorarium petugas di lapangan

per orang per hari : Rp 550.000,00

Biaya operasional per tahun dalam melaksanakan pengendalian
dan pengawasan menara telekomunikasi adalah dengan
perhitungan sebagai berikut :

No Uraian Kuantitas | Satuan Jumlgh Harga Jumlah
hari Satuan
. Tim/
1 |Transportasi 2 hari 125 1.000.000| 250.000.000
Honorarium Orang/
2 |petugas di 8 harzig 125 550.000| 550.000.000
lapangan
3 |ATK 1 Tahun 12.000.000| 12.000.000
Jumlah biaya operasional per tahun 812.000.000
Jumlah biaya rata-rata per menara per tahun 3.248.000

Dengan demikian tarif retribusi per menara per tahun adalah
sebesar Rp 3.248.000,00.



Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 199



